PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERKEMBANGAN DOKUMEN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA
BANJARMASIN BERDASARKAN DATA MASUK SIPD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

Mengingat

-

bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke- 3 Masa
Sidang I DPRD Kota Banjarmasin tanggal 21 Maret 2021
telah disampaikan perkembangan Dokumen Pokok-pokok
Pikiran DPRD Kota Banjarmasin berdasarkan data masuk
SIPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran ini,
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarmasin.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8%,



10.

11

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 140,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor - 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310)

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor
3);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

: Garis besar Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin

berdasarkan data masuk SIPD adalah sebagai berikut :

1. Bidang Insfrastruktur, diantaranya perbaikan jalan cor
beton, perbaikan jalan pengaspalan, perbaikan titian ulin,
perbaikan jembatan, perbaikan drainase, penyiringan dan
normalisasi sungai dan lain-lain.

2. Bidang Pendidikan, diantaranya rehab ruang kelas,
peninggian halaman sekolah, pembuatan pagar sekolah,
pengadaan meja dan kursi sekolah, pengadaan tandon air,
pembangunan sarana dan prasarana bermain PAUD, SD
dan SMP dan lain-lain.

3. Bidang Kesehatan, diantaranya pembangunan puskesmas,
pembangunan gedung posyandu, pembangunan WC
sekolah dan lain-lain.

4. Bidang Sosial, diantaranya bedah rumah, pengadaan
mobil ambulans dan lain-lain.

5. Bidang Kebersihan dan Lingkungan, diantaranya
pengadaan bak sampah, pengadaan angkutan sampabh,
pembuatan taman, pengadaan pot bunga pembuatan
fasum (fasilitas umum) dan lain-lain.

6. Bidang Ekonomi, diantaranya penguatan UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) dan pelatthan WUB
(Wirausaha Baru) dan lain-lain.

7. Bidang Seni dan Budaya, diantaranya pengadaan
peralatan dan kostum kesenian dan lain-lain.

8. Bidang Keamanan, diantaranya pembuatan pos kamling,
pengadaan pompa pemadam kebakaran dan lain-lain.

: Berdasarkan data masuk SIPD sejumlah 44 orang dari 45

orang anggota dewan yang telah memasukkan data pokok-
pokok pikiran untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kota
Banjarmasin

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 21 Maret 2022

ANJARMASIN
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